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PUTUSAN
NOMOR 32/Pdt.G/2024/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam
persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
AZAHRA binti MUHAMMAD EFFENDI, NIK 6304076812040000, tempat
/tanggal lahir Sungai Gampa, 28 Desember 2004 (umur 19 tahun),
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RTO07 Des
a Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito
Kuala, No. Handphone 0882021299504, sebagai Penggugat;
melawan
FAZRI bin BAHRAINI, NIK 63040720090200001, tempat/tanggal lahir Sungai
Gampa, 20 September 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendi
dikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat
tinggal di RTO06 Desa Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badau
h, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Mrb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
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dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
6304071052023007, tertanggal 25 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga
terakhir kumpul di rumah tersebut dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun pada tahun Juni 2023, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dikarenakan
Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, bahkan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat selama penikahan. Penggugat
sudah berusaha menasihati Tergugat untuk rajin bekerja namun Tergugat
tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

4, Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2023, disebabkan
permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak
sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya
Penggugat memutuskan untuk keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat,
Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri
sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 6 bulan tersebut, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak
menghiraukan Penggugat;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah
sesuai dengan ketentuan syara’, namun Penggugat tidak menuntut nafkah
kepada Tergugat selama masa iddabh;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim
Tungal yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya
sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (FAZRI bin
BAHRAINI) terhadap Penggugat (AZAHRA binti MUHAMAD EFFENDI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolute
Pengadilan Agama Marabahan serta kedudukan hukum para pihak (legal
standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah,
bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah tercatat di Kantor
Urusan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama
Islam dan perkara aquo merupakan perkara perkawinan, perkawinannya
dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan
Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolute untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan
pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum
sebagai para pihak dalam perkara ini.
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Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat,
Pengadilan secara maksimal telah mengupayakan perdamaian dengan cara
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun
tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara a quo dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat
cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
malas kerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, serta antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan,
Pengadilan berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat
dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dapat
dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat
serta dapat diindikasikan pula bahwa Tergugat sudah tidak ingin

mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada
pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19
huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang
dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu dalam perkara aquo ketidak hadiran
Tergugat di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya
gugatan Penggugat, melainkan Pengadilan harus pula mendengarkan
keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak serta alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tertulis P dan 2
(dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P berupa fotokopi yang telah sesuai
dengan aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos sehingga alat bukti tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 301 Rbg
jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti
tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat
kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga Penggugat
sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975. Dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam
perkara aquo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat telah
memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan
lainnya sesuai dengan sebagian dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa
yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sehingga telah memenuhi
maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut

Hlm. 5 dari 9 Putusan 32/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat
menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti
yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta pristiwva sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari
bulan Juli 2023, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan
baik lagi.

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat
dengan Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan
Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dari bulan Juli 2023, pihak keluarga
sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Pengadilan sudah berusaha
maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan
menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan
yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al
Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

Jzzs ] I5585u8) 51551 850l 80 35T 315 01 il o3
03855 p3alo by A3 9 O] aa35s 8355 ASE

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

o\

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk
hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada
hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang
terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat
dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan
maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan
perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan
demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'’in
sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’

yang berhubungan dengan perkara ini.
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (FAZRI bin BAHRAINI)
terhadap Penggugat (AZAHRA binti MUHAMMAD EFFENDI);
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara in

i sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab
1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal
(Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan
dengan Hakim Tunggal) dengan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,
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H. Dede Andi, S.H.l.,, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.
Perincian biaya perkara:

. Pendaftaran : Rp30.000,00
. Proses : Rp75.000,00
. Panggilan : Rp300.000,00
. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
. Redaksi : Rp10.000,00
. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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